
IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH 
HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN 

(PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 
49/PDT.G/2021/PA.KBM DAN PUTUSAN NOMOR 

1046/PDT.G/2021/PA.KBM)   

SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN 

KEPADA FAKULTAS 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT 
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU 

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD JAMALUDIN
19103050032

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A. 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA

2024



 

 

 
 

 

ABSTRAK 

 

 

 

 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dalam Putusan No. 
49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih 
mengedepankan aspek kepastian hukum, namun aspek lainnya baik berupa keadilan 
maupun kepastian hukum masih tercerminkan dalam akibat dari putusan tersebut. 
Akibat hukum  ditimbulkan adalah tidak diizinkannya perkawinan poligami 
antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon.  
Dalam Putusan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu bentuk perkawinan yang ada sampai sekarang adalah poligami. 

Poligami dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat merupakan 

perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan. Menurut 

tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki 

yang menikah dengan banyak perempuan ataupun sebaliknya. Dari pengertian 

ini, poligami dibagi menjadi dua macam, yaitu Pertama, polyandri yang 

merupakan perkawinan antara perempuan dengan beberapa laki-laki, dan 

Kedua, poligini yang merupakan perkawinan antara laki-laki dengan beberapa 

orang perempuan. Namun lambat laun dalam masyarakat, pengertian poligami 

kemudian menggantikan pengertian poligini sebagai perkawinan antara 

seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai lawan dari kata 

polyandri.1 

Dalam Islam, masalah poligami telah diatur dalam al-

dalam Q.S. an-Nisa/4 ayat 3 yang berbunyi:  

 
1

 



 

 

 
 

2  

Islam membolehkan kaum laki-laki untuk berpoligami dengan batas maksimal 

empat orang istri. Namun, kebolehan berpoligami dalam Islam mengharuskan 

dan hanya dapat dilakukan apabila suami dapat berbuat adil kepada istri-

istrinya. 

Meskipun Islam membolehkan poligami, namun perkawinan yang 

diinginkan oleh Islam adalah monogami. Terdapat beberapa alasan yang 

dikemukakan untuk menjelaskannya, yaitu: Pertama, berkaitan dengan sebab 

turunnya ayat tentang poligami yaitu Q.S. an-Nisa/4: 3 

3  

Beberapa mufassir berpendapat bahwa poligami merupakan rukhsah yang 

dilakukan dalam kondisi darurat demi mendapatkan kemashalahatan agama, 

sosial, maupun kemanusiaan. Kedua, ayat poligami tidak membuat peraturan 

tentang poligami tetapi memberikan batasan jumlah istri yang diperbolehkan 

terhadap praktek poligami masyarakat Arab yang tak terbatas, serta 

memberikan syarat harus berlaku adil di antara istri-istri dalam berpoligami. 

Ketiga, ayat poligami ( ) memberikan syarat suami harus 

 
2  

3  



 

 

 
 

adil kepada para istri dalam berpoligami, namun pada surat an-Nisa/4: 129 

yaitu: 

4  

disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil5. Oleh karena itu, 

apabila khawatir tidak akan mampu berbuat adil secara material seperti nafkah, 

hari bermalam dan lain-lain, makan menikah dengan satu orang istri saja. 

Keempat, ayat poligami mengatakan monogami lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya ( ). Penggalan kalimat ini makin memperjelas 

semangat dan prinsip monogami dalam perkawinan.6 

Selain dalam Islam, Hukum Perkawinan di Indonesia juga menganut 

asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian perkawinan menurut 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.7 

 
4  

5

 

6

 

7  



 

 

 
 

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

lebih tegas lagi menyebutkan bahwa ada azasnya dalam suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang suami. 8 

Namun, asas monogami dalam perkawinan di Indonesia tidak bersifat 

mutlak. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada 

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan. Asas ini hanya bersifat mengarahkan pada 

pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan 

mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.9 

Dalam mengajukan poligami, terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Tanpa adanya syarat-syarat ini, maka majelis hakim 

dalam pertimbangan hukumnya dapat menolak permohonan izin poligami yang 

diajukan. Syarat pertama yaitu syarat alternatif yang merupakan alasan yang 

akan digunakan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami. Suami 

harus menyertakan syarat alternatif minimal satu agar majelis hakim dapat 

mempertimbangkan ke persyaratan selanjutnya. Syarat alternatif dijelaskan 

 
8  

9

 



 

 

 
 

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang berbunyi: 

Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri 
lebih dari seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.10  

Persyaratan selanjutnya merupakan syarat kumulatif. Syarat kumulatif 

harus dipenuhi keseluruhan tanpa terkecuali agar permohonan poligami dapat 

dikabulkan oleh pengadilan. Persyaratan ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka.11  

Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan izin 

poligami berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai 

kewenangan absolut. Dalam memberikan penetapan terhadap  perkara 

permohonan izin poligami, Majelis Hakim memiliki pertimbangan-

pertimbangan yang digunakan untuk menentukan apakah mengabulkan atau 

menolak permohonan. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan tentang izin 

poligami, peneliti menemukan dua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

 
10  

11  



 

 

 
 

Agama Kebumen, yaitu Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan 

Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Dari kedua putusan tersebut, Pemohon 

mengajukan permohonan izin poligami dengan kondisi calon istri kedua 

Pemohon yang telah hamil karena hubungan yang telah dilakukan dengan 

Pemohon, namun kedua putusan tersebut diselesaikan dan diputuskan dengan 

pertimbangan dan amar putusan yang berbeda.  

Pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, dalam pertimbangan 

hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon mengajukan 

alasan permohonan izin poligami yang tidak beralasan hukum, yaitu tidak 

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 

57 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, Majelis Hakim menolak permohonan 

izin poligami yang diajukan.  

Pada Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, dalam pertimbangan 

hukumnya berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

alasan alternatif yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi. Namun Majelis Hakim 

mempertimbangkan untuk mendahulukan maslahah dan menghindari 

kemadharatan yang lebih besar bagi para pihak, yaitu bagi calon istri kedua 

Pemohon, anak dalam kandungan calon istri kedua Pemohon, serta Termohon. 

Dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan 

izin poligami yang diajukan. 



 

 

 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, menurut peneliti hal ini perlu 

dilakukan penelitian, mengingat Majelis Hakim dalam menangani perkara 

yang sama dan kasus dengan kondisi para pihak yang sama, namun memiliki 

perbedaan pertimbangan hukum serta mengeluarkan hasil putusan yang 

berbeda. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana akibat 

hukum yang akan terjadi, peneliti akan menuangkan penelitian ini ke dalam 

Izin Poligami Karena Calon Istri kedua Telah 

Hamil (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan 

Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm 

dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari segi keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan hukum? 

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara izin poligami 

pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 

1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 

49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 

1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm tersebut dari segi keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan hukum.  



 

 

 
 

2) Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan 

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 

1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm. 

2. Kegunaan Penelitian 

1) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pembaca terhadap salah 

satu pertimbangan hukum yang diambil Hakim dalam perkara izin 

poligami. 

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca, terutama seorang Hakim agar dapat memutuskan perkara 

yang diterima sesuai dengan aspek kepastian hukum, keadilan, serta 

kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat luas. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulis akan 

mengelompokkan penelitian terdahulu yang penulis temukan ke dalam 

beberapa kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan.  

Kategori pertama, penelitian yang menggunakan pendekatan normatif 

di antaranya adalah skripsi karya Anisa Fauziah Afrina yang berjudul 

dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 

22/Pdt.G/2019/PA. 12, skripsi karya Rikki Desman yang berjudul 
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Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan 

13, skripsi karya Diana Ulfatun Khasanah 

14, 

Terhadap Wanita yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi 

15, 

terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang Permohonan Poligami 

16. 
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Kategori kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis di 

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena 

Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 

17.  

Kategori ketiga, penelitian yang menggunakan pendekatan normatif 

dan yuridis di antaranya yaitu skripsi karya Hasim Efendi dengan judul 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 

0704/Pdt.G/201 18, artikel karya Orin Oktasari dengan judul 

Suami yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif di 

19, artikel karya Khairil Anwar dan Sri Ikamulia dengan judul 
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20 .  

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian yang 

Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual 

(Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 

21. Penelitian ini membahas bagaimana aturan 

Islam dalam membolehkan poligami serta perbedaan pertimbangan hakim 

dalam memutus permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon telah 

melakukan hubungan suami-istri dengan calon istri kedua. Hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Wonosari menimbang 

bahwa izin poligami harus memenuhi persyaratan alternatif terlebih dahulu, 

dilanjutkan dengan menimbang persyaratan kumulatif. Sedangkan Majelis 

Hakim Wonosobo hanya menimbang persyaratan kumulatif saja walaupun 

persyaratan alternatif tidak terpenuhi. 

Kemudian, artikel yang berjudul Pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami yang Tidak Memenuhi Syarat 

22. Artikel ini membahas 
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mengenai tinjauan Hukum Islam serta Hukum Positif terhadap putusan 

Pengadilan Agama Curup dalam mengabulkan izin poligami yang tidak 

memenuhi syarat yaitu calon istri kedua telah hamil dan pomohon yang telah 

berjanji untuk menikahi calon istri kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan 

pertama, secara hukum Islam, keputusan perkara nomor 

142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan perkara nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Crp yang 

ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad, 

dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. 

Hasil keputusan ini merupakan bentuk mengisi kekosongan hukum. Majelis 

Hakim melakukan penerobosan hukum (contralegem), karena tidak 

menerapkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam pemeriksaan perkara tersebut. Oleh karena itu, 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara 

nomor 142/Pdt.G/2013/PA Crp dan perkara nomor 542/Pdt.G/2013/PA Crp 

lemah karena tidak sesuai dengan alasan-alasan kebolehan poligami dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Dari kedua penelitian yang telah penulis uraikan di atas, perbedaan 

kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus 

penelitian. Penelitian penulis tertuju pada pertimbangan serta akibat hukum 

yang ditimbulkan oleh perbedaan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim, 

sementara fokus kedua penelitian tersebut adalah hanya pada pertimbangan 

yang diambil Majelis Hakim.  

E. Kerangka Teori 



 

 

 
 

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota 

masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang diadakan atas 

kehendak dan keinsyafan setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan hukum 

bersifat mengatur dan memaksa agar masyarakat patuh dan menaatinya, 

sehingga menimbulkan keseimbangan di setiap hubungan dalam masyarakat.23 

Terhadap setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman 

sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.24 

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya bukan hanya 

sebagai sarana untuk menertibkan serta menjaga keseimbangan setiap 

hubungan dalam masyarakat, melainkan juga dapat dijadikan sarana yang 

mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan 

kehidupan masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bagaimana 

bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya.25 

Sebelum hukum dilaksanakan, terkadang dalam pembentukan 

hukumnya dihadapkan dengan dilema tentang kemungkinan adanya nilai-nilai 

yang harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, 

hendaknya hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Inti 

kepercayaan warga masyarakat pada hukum adalah ketika tercapainya tujuan-

tujuan hukum secara maksimal. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum 
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hendaknya memberikan kepuasan kepada warga masyarakat tentang harapan 

untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri.26 

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan.27 -Bab Tentang Penemuan 

 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 
diperhatikan, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherkeit), kemanfaatan 
(Zweckmasigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).28 

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur 
tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional 
seimbang. Akan tetapi, dalam praktik tidak selalu mudah 
mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga 
unsur tersebut.29 

Pernyataan yang disampaikan Sudikno di atas seirama dengan Gustav 

Radbruch mengembangkan teori Idee dess recht yang menyebutkan bahwa 

terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu 

kepastian hukum (Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit), dan 

kemanfaatan (Zweckmasigkeit).30 Cita hukum tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan 
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ada dalam setiap aturan hukum, serta dalam pelaksanaannya saling 

membutuhkan. Keadilan tidak dapat tercapai jika masyarakatnya kacau dan 

tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum, dan 

sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak 

adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.31  

Dalam putusan hakim di pengadilan, harus memiliki atau mengandung 

tujuan hukum. Tujuan hukum ini yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan 

hukum. Putusan yang ideal harus dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum 

secara bersama-sama. Namun tidak mudah bagi hakim untuk mengakomodasi 

semua tujuan hukum dalam satu putusan. Adakalanya hakim harus 

mengesampingkan atau bahkan mengorbankan salah satu atau beberapa tujuan 

hukum lain untuk mencapai tujuan hukum lainnya. Apabila ketiga tujuan 

hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus, maka setidaknya hakim diharapkan 

agar dapat menentukan tujuan mana yang harus diprioritaskan terhadap setiap 

permasalahan yang dihadapi.  

1. Keadilan Hukum 

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum adalah pengemban 

nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi 

hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif 

berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur 

mutlak bagi hukum, dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas 
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menjadi hukum.32 Tujuan keadilan ini menekankan pentingnya 

menghasilkan putusan yang setara bagi semua pihak, sehingga tidak 

memihak terhadap salah satu pihak perkara. Putusan yang dijatuhkan juga 

akan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pihak akan 

mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya serta 

sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.33 

2. Kepastian Hukum 

Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum merupakan salah 

satu upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum akan menjamin 

masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku sehingga fungsi hukum 

sebagai pedoman berperilaku dapat terlaksana. Masyarakat akan dapat 

mengetahui dan memperkirakan konsekuensi apa saja yang dihadapi 

apabila melakukan tindakan tertentu. Selain itu, kepastian hukum juga 

merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga 

kehidupan yang berjalan dalam masyarakat akan menjadi lebih tertib.34 

3. Kemanfaatan Hukum 
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Dalam tujuan hukum, selain hukum memberikan keadilan dan 

kepastian hukum, hukum juga harus mengandung nilai-nilai kemanfaatan 

hukum. Hukum harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang 

berperkara serta masyarakat luas. Putusan pengadilan diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya pihak, sehingga tidak 

mencerminkan keberpihakan kepada suatu golongan ataupun pihak. Selain 

itu, putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang harus 

memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat memiliki 

kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.35 

Terhadap ketiga tujuan hukum di atas, idealnya putusan hakim diharapkan 

dapat mencerminkan serta mengandung nilai-nilai dari masing-masing tujuan 

hukum secara proporsional.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). 

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang datanya berdasarkan literatur 

(kepustakaan) baik berupa buku-buku, ensiklopedia, artikel/jurnal, kamus, 

dokumen dan lain sebagainya.36 Peneliti akan meneliti permasalahan yang 

ditemukan dalam 2 putusan Pengadilan Agama Kebumen sebagai objek 
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penelitian dengan menelusuri serta menelaah literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan tersebut.  

2. Sifat Penelitian 

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan 

menganalisis serta memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek 

dan objek penelitian.37 Peneliti akan menguraikan dan menjelaskan terkait 

putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan 

Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan kemudian menganalis 

putusan tersebut terkait terpenuhinya tujuan hukum baik dari segi keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan hukum, serta bagaimana akibat hukum yang 

ditimbulkan dari perbedaan hasil putusan izin poligami.  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. 

Pendekatan ini mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, 

serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum.38 Pada 

penelitian ini fokusnya adalah peran hukum sebagai alat untuk mengubah 

masyarakat.39 Peneliti akan mengkaji bagaimana putusan yang dikeluarkan 

pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dalam mencapai tujuannya 

serta pengaruhnya terhadap masyarakat serta akibat yang ditimbulkan.  
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4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui 

putusan-putusan yang akan penulis teliti, yaitu Putusan Pengadilan 

Agama Kebumen Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 

1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, artikel, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan peraturan 

perundang-undangan.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan data yang berasal dari sumber tertulis.40 Penulis mencari 

data yang dibutuhkan dari buku, artikel ataupun jurnal, internet, serta 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

6. Analisis Data 

 
40

 



 

 

 
 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode 

deduktif. Dengan metode deduktif, penulis menggunakan teori sebagai alat 

serta tolak ukur dalam menghasilkan pembahasan, sehingga penulis 

menggunakan teori sebagai sudut pandang dalam melihat masalah 

penelitian.41 Langkah analisis yang digunakan adalah langkah-langkah 

Miles dan Huberman, yaitu:42 

a. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang yang tidak 

perlu.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penyajian data yang telah ditemukan 

dengan disajikan dalam bentuk tabel, grafik ataupun sejenisnya. Penulis 

menyajikan data yang ditemukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif 

sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan diharapkan akan ada temuan 

berupa gambaran dari objek yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas. 

G. Sistematika Pembahasan 
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Untuk mempermudah memahami penelitian ini, penulis membagi 

pembahasan ke dalam beberapa bab, di antaranya yaitu: 

Bab Pertama, berisi tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar 

belakang beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membahas hasil-hasil penelitian 

terdahulu, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan konsep dalam 

penelitian ini, kemudian ada metodologi penelitian, dan terakhir adalah 

sistematika pembahasan yang menjelaskan kerangka pembahasan dalam 

penelitian ini. 

Bab Kedua, berisi tinjauan umum terhadap poligami dalam hukum 

Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

Bab Ketiga, berisi tentang objek penelitian yakni duduk perkara 

serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 

49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm. 

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap pertimbangan hukum 

hakim jika dilihat dari segi keadilan hukum, kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan 

Pengadilan Agama Kebumen No 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan 

Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.  

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan 

dari penelitian serta saran dari hasil pembahasan.



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim dalam 

pertimbangan hukumnyanya lebih mengedepankan aspek kepastian hukum. 

Meskipun Majelis Hakim mengedepankan aspek kepastian hukum, namun 

aspek keadilan dan kemanfaatan hukum tetap tercerminkan dalam putusan 

tersebut.  

Pada putusan PA Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis 

Hakim lebih mendahulukan aspek kemaslahatan hukum daripada kepastian 

maupun keadilan hukum, namun aspek keadilan dan kepastian hukum tidak 

tercerminkan pada putusan ini. 

2. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, sudah pasti akan 

menimbulkan akibat hukum ataupun konsekuensi dari inkrahnya putusan 

tersebut. Pada putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, putusan tersebut 

mengakibatkan diizinkannya pelaksanaan perkawinan sesuai hukum positif 

antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon yang dalam keadaan hamil, 

serta ditetapkannya harta bersama antara Pemohon dan Termohon.  

Pada putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, akibatnya adalah tidak dapat 

dilaksanakannya perkawinan sesuai Hukum Perkawinan yang berlaku di 

Indonesia antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon.  



 

 

 
 

B. Saran  

Terhadap penelitian ini, diharapkan agar dapat diperdalam pembahasannya 

Sudut pandang ini juga diperlukan agar putusan yang dikeluarkan oleh seorang 

hakim terutama hakim pengadilan agama agar dapat sesuai tujuan Hukum Islam 

serta prioitas yang harus didahulukan dari setiap kemungkinan yang ada, 

sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan maslahat seluas-luasnya 

serta dapat menyesuaikan perkembangan serta kondisi zaman yang dihadapi. 
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